WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALJKOTA SIBOLGA
NOMOR: 973/ 320 /2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkarmya Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan pada tanggal 23 Desember 2011 dan telah telah diundangakan
dalam lembaran daerah kota sibolga tahun 2011 nomor 8§ pada tanggal 23
desember 2011, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan  dengan
Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan

- ' Daerah Kota . Sibolga Nomor 8 Tabun 2012 Tenlang Pajak Bumi dan
) Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat . 1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

[}

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (l.embaran Negara Tahun 196 Nomor 156 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2104);

3. Undaug-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang -Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3029);

4, Undang-lIndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembarar, Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara
Republili Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 19835 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara
Rej..blik indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 3569);

5. Undang-Hudang,...
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Pzksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ifentang
Penayihan Puajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan ndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan I.embaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentarig Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Xepala Daerah Atau Yang Dibayar
Sendiri Ojeh Wajib Pajak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kah diubah
terakhir d':cngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Pcraturan Dacrah dan Pcraturan Kcpala Dacrah;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembacan Dacrah Kota Sibolga Tahun 2009
Nomor §);

. Peraturan Daerah Kota Sivolga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga

Tahun 2011 Nomor 8);




MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pémbantuan déngan prinsip otonomi séluas-
luasnya dalam sistein dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Walikota adalah Walikota Sibolga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Tyaerah Kota Sibolga yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraiuran Daerah adalah pératuran perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota
Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota.

6. Peraturan Walikota ~4alah Peraturan Walikota Sibolga.

7. Pejabat adalah Pegawei Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

9. Badan adalah sekumpulin orang danfutau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak welakukan usala yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, persernan lainnya, badan usaha milik negara (BUJMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi rnassa, organisasi sosial politik, atan
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolcktif dan

bentuk usaha tetap

10. Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Dacrah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan. dan pertambangan.

13. Buini adalah permukaan bimni dan wubuh bumi yang ada di bawahnya di wilayah daerah.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau laut.

15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain vang sejenis. atan nilai
perotehan baru, atau NJOP pengganti.

16, Subjek...
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Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan keientuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pujuk vang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dafam Masa Pajak. dalum

-

Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dehgan keténtuan peraturan

Berindani

perinagani-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak scria pengawasan penyctorannya.

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat vang

digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan data subjck dan objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan keieniuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, vang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang

digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan DBangunan Perlesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak
vang menentukan besarmya jumtah pokok pajak vang terutang.

Surat Seioran Pajak Daerah, yang s¢lanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penvetoran pajak yvang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adaiah
surat ketetapan pajuk yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak
vang masth harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak vang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surai
ketetapan pajak yang menentukan jumlsh pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tide? terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Duerah Lebth Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDLB. adatah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak Karéna jumiah kredit
pajak lebih besar daripada ﬁ:ajak vang terutang atau seharusnya tidak terutang.

. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

tagihan rajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atan denda.

. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif’ berupa
~ bunga. denda atau kenaikan yvang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN. SKPDLB, STPD Surat Keputusan Pembetulan, atau Surai Kcputusan
Keberatan.

32, Surat...
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. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajuk atau penangguny pajuk

>. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Pemberitahuan Pajak Terurang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surai Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib Pajak.

terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang herlaku.

. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, ketcrangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentoan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang
dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil
bahasan temuan tersebut, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak,
ditvangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak
dan Wajib Pajak.

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang disélénggarakan olch
Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian vang dilakukan,
bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan pemeriksaan.

Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, {ulisan,
perbuatan. atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana
sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian
pada Negara/Daerah.

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk Walikota bertugas untuk membahas perbedaan antara
Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak olch Tim
Pemeriksa Pajak.

Penyidikan tinduak pidana di bidang perpajukan daerah adalah serangkaian tindakan yuang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yaig deéngan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya, f

Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota
uriuk menerima pemibayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala

Dacrah untuk menampung scluruh penerimaan dacrah dan digunakan untuk membayar sciuruh

pengeluaran daerah.

BAB ..
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(1) Pundataan objek dan subjek PB

BABII
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Pertama
Tata cara Pendaftaran Objek PBB-P2
Pasal 2

(1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru., dilakukan oleh subjek pajek atau wajib pajak dengan
persyaratan sebagai berikut:

a.

Mengajukan permiohonan secara tertulis dalam Bahasa Indcnesia yang ditujukan kepada
Walikota melalui Dinss;

. Mengisi SPOP, termasuk T.SPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;

c. Formuiir SPOP disediakan dan dapat diperoieh dengan cuma-cama di Pemeriniah Kota

a2

Sibolga;

. Wajib Pajak vang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam

SPOP;

. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada buruf (a) dan

huruf (b). ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani
cleh bukan subjek pajak atan wajib pajak, harus dilampirt dengan Surat Kuasa;

Surat permchonan dan SPOP termasuk LSPOP disampatkan kepada Dinas selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) har terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjék pajak atau
kuasany.i;

. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB) atau Surat
Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;

. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;

Fotocopy NPWP {bagi yang memiliki NPWP);

Fotocopy SSPD BPHTE;

L A T -N Y )

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB-P2
Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek PBB-P2
Pasal 3
dilakukan oléh Dinas.

™ N
r
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(2) Pcndataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

-

cara:

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. Identifikasi objek pajak;
¢. Verifikasi data objek pajak;

: d. Pengukuran bidang objek pajak.

Paragiaf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2
Pasal 4

(1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek paiak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunakan sebagai dasar
penentuan Nilat Jual Objek Pajak (NJOP).




> Pasal 5
Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :
a. penilaian massal tanah;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Kempoxien Bangunan (DBXB) objek

najak standar:
¢. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKRB objek pajak non standar.

Pasal 6
Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :
a. penilaian individual untak obiek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
¢. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2
Pasal 7

(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan
penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan
dengan:

a. ("ap dan Tandca tangan basah. untuk ketetapan Paiak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
b. Cap dan Cetakar tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- {dua juta
mipiah). '

(3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :

a. Pencetakan massal;
né b. Pencetakan dalam ranpka:
* 1) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
2) Penerbitan SPPT PRB-P? sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, penguranpan
alau pembetulan;
3) Tindak lanjut pendaiftaran objek pajak baru; dan

4y Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran PBB-P2
Pasal 8
(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-
lambatnya enam bulan scjak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh
wajib pajak.
(2) Pajak vang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
tangpal diterimanya SKPD oleh wajio pajak.
(3) Pajak /_\fg]gftemtang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar,
dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh
L /"'{empo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

s bulan.
- Pasal 9
L Paiak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota, atau melalui Petugas
Pemungut.

Pasal 10

~ (13 Pembayaran pajak terutang melalui Bank yang ditunjuk olehh Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran vang ditunjuk
sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPI¥STPD.




Ty

‘(3) r\cmngkapaﬁ persyarvaian penga 'uaT peEner bitan salinan SPPT atau SK

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan

kliring.

(31 Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank

yang ditunjuk oleh Walikota.

(4) Bank vang ditunjuk clch Walikota berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang

melakukan pembayaran PBB melahui kiriman uang/transfer.
Pasal 11

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut;

b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak scbagaimana
dimaksud nada huruf (a) menvetorkan ke Bank yang ditunjuk aleh Walikota paling tama 1 X 24
tam: dan

C. wa_}m pa}ak menerima 8ST16 S }‘)af,an bukti pe‘l‘nbaya'l‘aﬁ PBB-P2 < yang san dari
Pembayaran melahi petugas pemungut.

' Bagian Kelima
Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2
Pasal 12

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi

schagian/sclurshnya objck dan subjek PBB-P2.

(27 Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2, melipuii !

Surat permohonan mutasi;

Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;

Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;

Mengisi SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOPY);

Fotocopy SSPD BPHTR:

Fatocopy identitas kepemilikan KTP/STM;

e oae T

s see o T‘

Fotocopy bukti b kepermilikan/ pcnguasadmpunaﬂmaum tanan (sertifikai/Akte Jual
Surat Keterangan Tanzh dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;

h. Surat Pengantar dari Lurah;

i, Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

[5)

I\ od
peir) atau

(3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-PZ melalui penelitian
kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data
Geografis/Bidang.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD PBB-P2
Pasal 13

(1) Salinan SPPT atau SKPD PBB-P2 dapat diterbitkan untuk keperluan pembayaran PBB-P2 atau
untuk keperluan lainnya.

@ Wd]l‘h Pajak dapat menu(uukan permohonan penerbitan oalman SPPT atau SKPD PBRB-P?2

~~Secura perorangan atzupun secara kolekdf ke Dinas.

Surat Permohonan;

Surat pengantar dari Lurah;

Kartu tanda identitas pemohon (KTP/SIM);

Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

STTS PBB-P2 Tahun sebelumnya dan tahun berjalan bagi keperluan lainnya.

(4) Dinas wajib menerbitkan salinan SPPT atau SKPD PBB-P2 paling iama 7 (tujuh) hari sctclah

LI I Y

permohonan diterima paling banyak sampai salinan kedua dan diberikan secara cuma-cuma,




Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2

»
Paragraf Pertama
Pembetulan
Pasal 14

(1 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atas surat keputusan atau surat
ketetapan PBB-P2.

(2) Permohonan pembetulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan meliputi:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

b. Surat Ketetapan Pajek PBB-P2 (SKP PBB-P2);

c. Surat Tagihan Pajak PBB-P2 (STP PBB-P2);

d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;

. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;

{. Surat Keputusan Pembetulan;

g. Surat Keputusan Keberatan;

h. Surat Keputusan Pemberian Imbatan Bunga;

i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Adwminisirasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak

(3} Ruang lingkup pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersiiat
manusiawi yang tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

a. kesalahan tulis, antara fain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak,
alamat Wajib Pajak, alamat objck pajak PBB-P2, nomor surat kcputusan atau surat

- ketetapan, luas ianah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh  tempo

pembayaran;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan., perkalian, dan/atau
pembagian suatu bilangan; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara
lain kekeliruan datam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Kena
Pajak (NJKP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP),
kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan
kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 15

(1) Penerimaan Permohonan Pembetulan dan Penelitian Persyaratan diatur sebagai berikut:

a. Permohonan pembetulan diajukan kepada Dinas, baik sccara langsung atau melalui pos
dengan bukti pengiviman surat.
n. Dalam hal diajukan melalui Dinas, berkas Permohonan Pembetulan harus diteruskan ke
Bidang Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
. tanggal penerimaar surat untuk selanjutnya dilakukan penelitian persyaratan.

//' c. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses Permohonan Pembetulan

e adalah:
e a. tanggal diteritnanya Permohonan Pembetulan, dalam hal disampaikan secara langsung,

s atau
b. tanggal stempel pos, dalam hal Permchonan Pembetulan disampaikan melalui pos dengan

bukti pengiriman surat.

. (2) Petugas pada Bideng Pendapatan melakukan penelitian persyaratan atas Permohonan

Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan.

2) Nerl




(3) Dalam hal Permohonan Pembetulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut
dianggap bukan sebagai Permohonan Pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan, dan kepada
Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung scjak tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'c. '

Pasal 16

Penanganan Permohonan Pembetulan yang Memenuhi Persyaratan diatur sebagai berikut:

(1) l'erhadap Permohonan Pembetulan yang telah memenuhx persyaratan, Kepala Dinas menugaskan

Bidang Pendapatan urtuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.

(2)Pelaksanaan penelitiar: dilakukan dengan ketentuan:

a. petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Permohonan Pembetulan dan
apabila dipertukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;

h. dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Bidang Pendapatan terlebih dahulu
memberitaliukan sccara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib
Pajak;

¢. hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2.

(3)Penerbitan dan pengiriman Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan :

a. Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian
Pembetuian PBB-P2;

b. Surat Keputusan Pembetutan PBB-P2 dibuat rangkap 2 (dua), vaitu:

1) lembar kesatu untuk Wajib Pajak atau Lurah dalam hal Permohonan Pembetulan diajukan
secara kolektif;
2) lembar kedua untuk Dinas sebagai arsip;,

(4) Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2
paling lama 1 (satu) bulan sctelah terhitung sejak tanggal penerimaan surat scbagaimana
ditnaksud pada ayat (1) huruf ¢,

(5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyelesaian Permochonan
Pembetulan agar tidak menunggu batas waktu pelayanan.

Pasal 17

Peinbetulan Secara Jabatan diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Dinas menemukan kesalahan, Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pendapatan
untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.

2. Bidang Pendapaian melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 16 nruf (b).

3. Menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada Pasal 16 huruf (c).

Pasal 18

Bentuk Formulir dan Surat yang digunakan dalam proses pembetulan adalah:

l Formulir Lembar Penclitian Persyaratan Permohonan Pembetulan PBB-P2 ditetapkan

" sebagaimana pada Lampmm 1 yang: merupakan bagian adak terpxsahkan dari Per'lturan
Walikota ini.

2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetuian PBB-P2 Tidak Dipertimbangkan ditetapkan
sebagaimana pada Lampifan [T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

3. Surat Penerusan Permohonan Pembetulan PBB-P2 ditctapkan scbagaimana pada Lampiran 111
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




= 4. Surat Tugas penelitian atas Permohonan Pembetulan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran
[Va dan Surat Tugas penelitian secara jabatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran I'Vb yang
merupakan bagian tidak terpisahikan dari Peraturan Walikota ini.
5. Dalam hal jumlah Permohonan Pembetulan PBB-P2 cukup banyak, bentuk Surat Tugas dapat
disesuaikan guna menampung beberapa permohonan sckaligus.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan PBB ditetapkan sebagaimana pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Formulir Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 atas Permohonan Pembetulan secara
perseorangan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Vla, Laporan Hasil Penelitian Pembetulan
PBR-P2 atas Permohonan Pembetulan secara kolektif ditetapkan sebagaimana pada Lampiran
VIb, dan Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 secara jabatan ditetapkan sebagaimana
pada Lampiran Vic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 19
(1)Pembetulan SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak dapat dipeitimbangkan, apabila Wajib
pernah mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2.
" (2)Prosedur penyelesaiar: Permohonan Pembetulan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VIII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Pembatalan
Pasal 26
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar dapat dibatalkan karena ganda, objek pajak tidak ada,
objek/subjek dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar dan/atau
o penetapan sebagai wejib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketabui wajib
‘ paiaknya.
Pasal 21

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, yang tidak benar
diajukan secara r :rseorangan.

(2) Disamping permohonan secara perseorangan, permobonan pembatalan SPPT dapat juga
diajukan sccara kolektif.

(3) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2 dan STPD antara lain:
Mengajukan permohonan disertai alasan yang jelas atas dan scbab pembatalan di atas
segel/kertay bermaterai;

Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan; '_ ’
b. Fotocopy Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.
| Bagian Kedelapan
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pasal 22
(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB-P2 tahun berjalan, wajib pajak dapat
o mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo. '
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan

sebagai berikut :
a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan:
n. Surat Kuasa (apabila dikuagakan);

Fotocopy identitas Wajib Pajak aiau Totokopi identilas kuasa Wajib Pajak dalaim hal

dikuasakan.
Fotocopy Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.




Bagian Kesembilan
Tata Cara Penerbitan Surat Tagthan Pajak
 Pasal 23

(1) Pajak yang terutang dalam Suratl Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah fewat jatuh tempo pembayaran
ditagih dengan Surat Tagihan Pajdk Bumi din Bangunan (STP PRB-P2).

(2) Pelaksanaan penagihan PBB-P2 diawali dengan penerbitan Surat Teéguran oleh Dinas.

(3) Jumlah pajak vang terutang yang tidak atau kurang dihayar dalam STP PBR-P2 sehagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT
atau SKP sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 {(satu)
bulan, _

(4) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak
Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap
selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pagal 24

Pajak yang terutang berdasarkan STP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal | harus dilunasi

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

(1) Tata cara penerbitan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Bentuk formulir yanp digunakan dalam rangka penerbitan STP PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam ayatl (1) adalah sebagaimana Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota tni.

Pasal 26

(1) JTumlah pajak yang terutang berdasarkan STP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
yang tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan olch Kzcpala Dinas.

» Pasal 27

(1) Tata cara pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 adalah scbagaimana Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota i .

(2) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran IV vang merupakan
bagian tidak terpisahkan durt Peraturan Walikota ini.

(37 PBB-P2 ditagih berdasarkan STPD-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, SKPDT-PBB-P2.

(4: Walikota menunjuk Dinas untuk penagihan PBB-P2.

(5) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan;

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sckaligus;

Surat Paksa;

Surat Perintah Mclaksanakan Penyitaan;

Surat Perintah Penyarderaar;

Surat Pencabutan Sita;

Pengumuman Lelang;

@ me a0 o

h. Surat Punentuan Harga Limit;
i. Pembatalan Lelang; dan
i. Surat lain yang diperfukan untuk pelaksanaan penagihan pajak;



¢

(6) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung
Pgjak tidak melunasi vtang pajuknya sampai dengan tanggal jatuli tempo pembayaran.
(7) Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
Pasal 28

(1) Surat Paksa berkepala kata-kain "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutoria? dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan penvadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuimn tetap.

(27 Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran
atau Sura! Peringatan atau surat lain yang sejenis sebanyak 3(tiga) kali;
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
perselujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
¢. Terhadup Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemberian Informasi PBB-P2
Pasal 29
(1} Untuk kebutuhan informasi, wajib pajak dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya
- meclalui fungsi pclayanan pada Bidang Pendapatan secara cuma-cuma.

(2) Kewaiiban perpajakan meliputi print lunas tunggakan dan Surat Keterangan atas NJOP Bumi

dan Bangunan.

BAB Il
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Aturan Umum
Pasal 30

(1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan terlaksananya asas keadilan
dalam perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT)/ Surat Ketctapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PRB).

(2) Kcberatan dapat diterima scluruhnya atau scbagian apabila wajib pajak dapat membuktikan
atasan yuridis fiskal yang kuat bahwa SPPT/SKP yang diterbitkan oleh Dinas tidak atau kurang
scsuai dengan data dan keadaan scbenamya.

Pasal 31
(1) Yang dimaksud keberatan PBB-PZ adalah :
a. Dalam hal Wajib Paiak merasa SPPT dan atau SKP tidak sesuai dengan keadaan
sebenamya, yaitu: ;
1) Kesalahan luas ob)ek bumi dan atau bangunan;
2) Kesalahan klasifikasi objek bumi dan atau bangunan;
3} Kesalahan penetapan;pengenaan
b. Dalam hal terdapat pi‘lbcduwl penafsiran Undang-undang antara Wajib Pajak dengan
Fiskus, antara lairi : '
1) Penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak
2) Objek Pajak yang tidak dikenzkan PBB-P2.

(25 Kesalahan tulis, kesalahon hitung. atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakarn yang terdapat pada SPPT/SKP tidak termasuk masalah keheratan,

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang.

I’nsql 32..
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Pasal 32
Bagian Kedua
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

‘ajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajuk berpendapat bahwa luas obiek

pajak bumi dan/atan bengunan stau nilai jual objek pajak bumi dan/ataw bangunan tidak

sebagaimana mestinya.

Keberatan sebagaimana diimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. Pcrorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau

h. Perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-
P2, SKPDN PBB-Pz. :

Pengajuan Keberaian tidak mentida kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagiban

pajak.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka walktu 3 (tiga) bulan

sejak tanpggal diterimanya SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBRB-P2, SKPDKRBT

PBB-P2, SKPDI.B PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanva

dapat menunjukkan batiwa jangka waktu itu tidak dapat dipenubi karepa keadaan diluay
kekuasaannya (force majeur).
Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan
adalah :
a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kuasanya kepada Dinas; atau
b. Tanggal landa pengiriman Sural Keberatan melalui sural pos lercatal scbagai landa bukti
penerimaan Surat Keberatan.
Pasal 33
Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2} huruf
(a) dilakukan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia di
atas kertas segei/bermaterai;
b, pengajuan sepagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan melampirkan pefsyaratan sebagal
berikut :
1) Aslit SPPT PBB-P2, SKPD PRB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPLLB
PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan;
2) Perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang mendukung pengajuan keberatannya.
3) Bukti pembayaran PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetuju Wajib Pajak.
4) Fotocopy identitas Wajib Pa_]ak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;
5) Fotocopy bukti kepemilikan umafx;
Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak. maka harus dilampiri

dengan :
a. Surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih

dari Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan:
b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak

Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 34

Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
avat (2) huruf (a) dilakukan untuk setiap SPPT PRB dengan nilai nominal paling banvak Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
Pengajuan keberatan secara kolektif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf (a)
dilakukan schagai bertkut:
a. diajukan secara tertulis kepada Walikota melaiui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia di

atas kertas segel/bermaterai;




b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut :

1) Asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLR
PBB -P2atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan;

2) Penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang mendukung pengajuan keberatannya:

3) Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

4) Fotacopy bukti kepemilikan tanah;

Pasal 35
(1) Pengajuan keberatan vang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
atau Pasal 34, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas dalam jangka wak{u paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
a. Wayib pajak aidu kuasdanya daiam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
b. Lurah seiempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali,
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

Pasal 36

(1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis
mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBR-P2 yang terutang kepada Dinas.

(2) Drinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka wakin paling lama 10 (sepuiuh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib
Pajak diterima.

(3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pa:.l 33 ayat (2).

Pasal 37

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2,

SK PDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 diberikan oleh :

a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima

juta rupiah);

b. Walikota dalam hal jumiah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 38

(1) Keputusan sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan berdasarkan hasil penclitian di
Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjufkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam laperan hasil penelitian. :

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis waktu
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 39

(1) Dalam hal kewenangan memberikan keéputusari berada pada Kepala Dinas sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama :
a. 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (5) huruf (a) dalanm bal pcneh\mn dilaksanakan oleh Dinas, disertai

lamaran hagil nenelitian Keberatan




e bh. 2 (dua) bulan sejak tanggzal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (5) huruf (b) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Dinas, disertai laporan hasil
penelitian Keberatan.

{2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Walixota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 hurvf (b). Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada
Walikota duiam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hart kerja sejak tanggal penerimaan
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surat Keberatan sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf {(a).

Pasal 40

(1) Walikota atau Kepala Dinas atas nara Walikota sesual kewenangannya, haius imeimberikan
keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam
tanegka wakiu paling lama 1 {satu) bulan terhitung sejak jangka wakio dimaksud berakhir,

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPD
PBB. SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDKB PBB-P2,
SKPDKRT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 baru berdasarkan keputusan
Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPt PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLE PBB-P2
atan SKPDN PRRB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 41

& Daiam jangka wakiu 12 {dua belas) bulan, Wapb Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 42

Bentuk formulir vang digunakan dalam rangka pengaiuan dan penyelesaian keberatan PBB
ditcrapkan lebih lanjut oleh K.epala Dinas.

BAB1IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAL PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 43

dapat : '

! Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak; dan/atau ' ' '

2. Mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBR-P2, STPD PRRB-P2, SKFDKB
’BB-P2. SKPDKBT PBB-P2. SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar.

Pasal 44

Wanikota atau Kepala Dinas atas naina Walikota karena jabataii atau atas pefmohoinian Wajib Pajak

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
angka 1 dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:

. STPD PBB-P2;

. SKPD PBB-P2;

. SKPDKB PBB-P2; atau :
. SKPDKBT PBR-P2. ~
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(2) Pengurangsn SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT

A3)

)

PBB-P2, SKPDLB PBB-PZ, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
angka 2 dapat dilakukan dalam hal :
a. Terdapat ketidakbenaran atas :
1) Luas objek pajak bumi dan/atan bangunan;
2) Nilat Juat Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
3) Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SPP
P2, atau STPD PB3-P2;
b. Terdapat ketidakbenaran atas:
1} Nilai Perolehan Objek Pajak; dan/atan
2) Penafsiran peraturan perundang-undangan’ PBB-P2, pada SKPDKB PDBB-P2,
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBRB-P2. SKPDN PBB-P2, atay STPD PBR-P2.
Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT
PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 2
dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBBE-P2,
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut scharusnya tidak
diterbitkan.
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Pasal 45

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 angka 1 harus memenuhi persyaratan -

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2,
SKPDKBT PBB-P2, atau SPPT PBB-P2;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi
administratif yang dimohonkann peéngurangan atau penghapusan digeriai alasan yahg
mendukung permohonannya;

c¢. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

d. Dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2
atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

¢ Wajib Pajak tidak mengajukan kcberatan, mengajukan kcberatan namun tidak dapat

dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKP{D

BB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalaifi hal yang diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif vang tercantum
dalam SKPD PBB-P2. SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat

dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT

PRB-P2 atau SKPD) PBB-P?2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan

permchonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantam

datam STPD PBB-P2;

Wajih Pajak telah melunasi pajak vang tidak atau kurang dibayar menjadi dasar

penghitungan sanksi administratif jfang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2,

SKPDKB PBE-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan

h. Surat permohonar ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:

-

=

a) Wafib Pajak badan; atai
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi
dasar penghitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta

Tupiah);




2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang
tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif vang tidak memenuhi

(1)

2)

3

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 46

Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PRB-P2,
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf b harus memenuhi persyaratan :
4. 1 (satu) permohonan uatuk 1 {satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB-
P2. SKPDKBT PER-P2. SKPDIL.B PBB-P2, SKPDN PBB-P2;
b. Diajukan secara tertalis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan
yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
¢. Diajukan kepada Kepala Dinas;
d. Dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2,
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-
P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal vang diajukan permohonan
pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-
P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBE;
[ Wuyjib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tdak dapat
dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PRB-
P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-PZ2; dan
Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat pefmohonan
ditandatangani olech bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari
Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
2} Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak oramg pribadi
dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak
termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e den huruf £,
Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2. SKPDKB PBB-I"2,
SKPDKBT PBB-P2. SKPPRLB PBB-P2. SKPDN PBB-P2, yang tidak memenuhi persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sehagai permiohonan schingga tidak
dapai diperiimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya dibérilahukan Secara ieriulis
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama ! (satu) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.
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Pasal 47,..




Pasal 47

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dapat diberikan
kepada Wajib Pajak :

a.

b.

(1

()

(D

3

Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau
karcna scbab-schab tertentu lainnya :
i. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orvang piibadi véteran pejuang keénierdekaan, véteran
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasiinva
sangat terbatas vang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan
pengurangan sehesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

¢y Objek Paak yang Wajib Pajaknya orang prnbadi vang penghasilannya semata-mata
berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB siilit dipénuhi diberikan
pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

d) Obiek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi vang berpenghasilan rendah schingga
kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paiing tinggi
75% (tujuh puluh fima persen).

e) Obiek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi vang berpenghasilan rendah yang Nilai
Juai Objek Pajak (NJOP) per meter perscginya meningkat akibat perubahan lingkungan
dan dampak positif pembangunian diberikan pengurangan sebésar paiing linggi 75%
(tujuh puluh lima persen).

fy Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya vang telah
ditetapkan sebagai bangunsen dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan
sebesar 50% (lima puluh persen). '

2. Ohjek Pajak vang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan vang mengatami kerugian dan

kesuiitan tikuiditas tahun Pajak sebeiumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujub puluh lima peisen).
Karena kondisi tertentu Objek Pajak vang ada hubungannva dengan Ohjek pajak itu sendin

diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

I. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang discbubkan oleh alam antara lain gempa bumi, (sunami, gunung meletus,
banjir. kckeringan, angin topan. tanah longsor dan bencana lainnya.

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang fuar biasa. meliputi kebakaran, wabah penvakii

= Y iy

tanaman dan wabah haina tanainan.
Pasal 46
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-

P2 yang ‘erutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/ataw SKPD PBB-P2.

PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif,
Apabila Peagurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang telah diberikan pengurangan
tidak dapat dimintakan penguvangan denda administratif.

Pasal 49
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak.
Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak scbagaxmana dimaksud pada ayat (1)

dap'n diajukan secara :
1. Perscorangan, untuk PBB-P2 vang terutang vang tercantum dalam SKPD PBB-i

Yoo
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b. Perscotangan atau koiekiif untuk PBB yang icrcaniuin dutaun SPPT P




Pasal 50

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4% ayai (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 dan Pasal 46.

(B

(2)

(h

(2)

(3

@)

Dok

Pasal 51

Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu:

a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;

b. 1 (satuy bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPKD PBB-P2;

¢. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;

d. 3 (tiga) vulan terhitung scjak tanggal terjadinya bencana aiam;

e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ter;admya sebab lain vang toar bla‘;d kecuali apabiia
Wajib Pajak dapat menunjukkaii dalaiv jangka wakiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang

dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain

yang luar biasa.

} Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 vang dimohonkan

pengurangan, atau dalam hal digjukan keberatan telan diterbitkun surat keputusan keberatan
dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 52
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 angka ldan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBi3-
P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dapat diajukan oleh Wajib Pajak
paling banvak 2 (dua) kal:.
Datam tal Wajib Pajak mengajukan pérmohnonan kédua, permotiondai ersébut_harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat
Keputusan atas permohonan yang pertama.
Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaraian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).
Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{2). dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disértai alasan yang miéndasaii dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 53
umen pendukung yang digi.makan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan

secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi :
a. Wajib Pajek Pribadi. meliputi :

v

. Objek Pajak yang Waji‘ﬁ Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
a) Fotocopy kartv tznda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan,
pengesahan dan pengaﬁugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang:
b) Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tabun pajak sebeluwmnya;
. Objek Pajak yang Waiib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal
deri pensiunan sehingpa kewajihan membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa :
a) Fotocopy sure keputusan pensiun;
b) Foiocopy slip pensivn atau dokumen sejenis lainnya;
¢y Fotocopy kartu keluarga;
d) Fotocopy rekening listrik, air dan telepon;
e) [otocopy bukti pelurasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;




%

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga
kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak
rendah;

b) Fotocopy kartu keluarga:
¢) Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
dj Fotocopy bukti peiunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang Wajih Pajsknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah vang nilai jual
objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif

pembangunan berupa :

a) Surat pernyataan Jdari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak
rendah:

b) Fotocopy SPPT PRB-P2 tahun schelumnya;

-

j

5}y Fotocopy katiu keluarga;

} Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagiban telepon;

e) Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;

Objek Pajak yang Wejib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah

ditctapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan

sehagai cagar budaya.

b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasail 48 angka 2, yang mengalami kerugian
dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumitya sehingga tidak dapat memenuni kewajiban rutin,

\D- A

h

herupa :

1. Fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;

2. Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;

3. Fotowpy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
Pasal 54

Dokumen pendukung untuk pemohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal

obick pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknyé terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa;

2. Surat keterangan yang mendukung alasan pemohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;

Pasal 55
Permohonan pengurangan yang digjukan secara kolektif sebagaimana diffiaksud dalam Pasal 49
ayst (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 56

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

a. Sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan delam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib
Pajaknyva orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima
tanda jasa bhintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang tennang paling banyak Rp.

5G0.0600.600,00 (lima ratus j\i‘u’i rupiah).

b. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :

1. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib- Palaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah). .

2. Dengan PBB vang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yariu :

a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peiérnakan yang hasilnya
sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal
dari pensiunan;
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c) Objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang pribadi vang berpenghasilan rendah sehingga
kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

d) Objck Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubshan lingkungan
dan dampak positif pembangunan,

. Dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.660.00 (iima ratus juta rupiah).
yaitu:

a) Dalam hal ohjek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

b) Dalam hal objck pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah
penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasai 57
varatan permoncnan pengurangan yang digjukait secara kolekiif yaitu :
ermohonan pengurangan vang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

avat 2 berupa :

.

2

-
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h
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t.d

6.

(1;

Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;

Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase
pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas:

Diajukan kepada Walikora melalui Pengurus [egiun Veteran Republik indonesia (1. VRI)

seiempat atau pengurus orgaiisasi térkait lainiya untuk pengajuarn permohonian;

Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahur pajak vang bersangkutan;

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang

dimohonkan pengurangan.

ermohonan pengurengan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

uruf b, berupa:

Satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;

Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantuinikan besarya persent:

pengurangan yang aitnohon disertai alasan yang jelas;

Diajukan kepada Walikota melalui :

a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi
terkait lainnya untuk pengajuan permobonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b angka J; ‘

b) Lurah seiempat, untuk pengajuan permohonan seoagaimama dimaksud dalum Pasal 49
huruf b angka 2 dan angka 3.

Dilampiri fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;

Diajukan dalam jangka waktu :

a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;

b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

¢) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali
apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI sctempat, pengurus organisasi terkait
lainftys atau Lurah, dapat mefunjukkan bahwa dalam jangka wakiu tisebut tidak
dipenuhi karena keadaan yvang diluar kekuasaannya.

Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB -P2 yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 58

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif olch

pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya

sebagaimana dimaksud datam Pasal 57 huruf b angka 3 poin a), berupa :

a. Fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

b. Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
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(1)

y Penelitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sueat tugas dan hasiln
I yat <) B

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b angka 3 poin b) berupa:

a. Surat keterangan yang mendukung alasan peﬁnohdnan dari Lurah sctempat atau instansi
terkait;

b. Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

Pasal 59
Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dxmakqud dalam Pasal 46 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan.
Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi segaimana dimaksud dajam
Pasal 55 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 56 huruf b dianggap bukan scbagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Dalam hal pcrmohonan pengurangan tidak dipertimbangkan scbagaimana dimaksud pada avat
{1) dan ayai (2), Kepala Dinas dalam jangka wakiu paiing lama 10 (sepulun) hari kerja svjak
tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari kepada - .
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal

permohonan diajukan secara kolektif.
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) atau ayat (Z), Wajib ru_;&l( miasili Gapat mengajukar pcfm() fan pengurangain Kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 53.

Pasal 60 ,

Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atan
menolak permohonan Waiib Pajak.
Keputusan pengurangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hal
penelitian di Dinas, dan apabila diperfukan dapat dilanjuth:an dengan pene!i‘tan di tapangan.

T

nya

dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus

ierlebih memberitahukan secara lertulis mcngen.éi waktu pelaksanéan peﬁelitian di lapangan

kepada :

a. Wajih Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;

b. Pengurus LVRI atau organisasi terkart luinnya atau Lurah datam hal permohonan digjukan
secara kolektif.

Waijib Pajak vang telah diheﬁksn suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat lagi mengaju’.an pemmhonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKP PBB vang sama.

Pasal 61

Walikota atau Kcepala Dinas atas nama Walikota sesuai xewenangannya dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus

member suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

) Apabiia jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ielah terlampaui dan keputusan

belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 62

Tanggal diterimanya permobonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah :
a. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan meialui pos

dengan tanda bukti pengiriman surat; atau

b. Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib
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Pasal 63
Bentuk Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Pericotaan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaar. dan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Bentuk Surat Tugas sebagoimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Dinas.

Y
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Bentuk Surat Pemberitalivan Penelitian di laparigain sebagaimana dimaksu
avat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 64
Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan denda atau sanksi administratif
karena hal-hal tertenwu.
Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I meliputi :
Hal-hal tertentu sebagaimany dimaksud pada ayat (1)
iangan atau \ vva]u) ra_]ms Baadan 1 Yang mengai:

Pasal 65

Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banvak Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah).
Perminiuan pengurangan denda adminisiraiii secara kolekuf sebagaimana dineksud pada ayat
(1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 66
Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. Satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PRR-P2. kecuali
vang diajukan secara kolcktif:
Diajukan kepada Walikota
Diajukan secara tertulis dalam Rahasa Indonesia;
Mengemukakan besarnva persentase pengurangan denda administratif vang diminta disertai

a0 oo

alasan yang jclas;

Meclampirkan surat kuasa khusus delam hal surat permintaan ditandatangani bukan olch
Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif:

f. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif:

o
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g. Tidak memiliki tungpakan tabun-tahun sebelumitya dan belum kadaiu

JBFSA INESNUTGL
ketentuan perpajakan yang berlaku;

h. Permintaan pengurangén secara kolektif hanya untuk STPT dan/atau SKPD PBRB. atau
STPD PBB Tahun Pajak yang sama;

i. Digjukan dalam jangka'waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan
pengurangan denda administratif,

Dalaum hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajek yang terutang, maka pokok pajak

scn'ag,ammna dimaksud pnda ayat (l_) huruf f adalah ]“)\"k\"rk p-‘iak setelah pengurangai.
Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus

disertai dengan bukti nendckung.

Pasal 67
Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administratil’ tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pacal 66 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak
untuk melengkapi k.ckurangan persyaratan dimaksud.
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(2) Atas pérmintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib

Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1)

. bulan se¢jak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh

3)

Walikota. ‘

Permintaan pengurangan denda administratif vang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud dalam Pasai 66 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 {satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada avat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda
administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 68

Tcrﬁadap SPPT PRB-PZ atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan
pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda

administratf’

Pasal 69

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6¢ ayat (3) untuk :
a. Wajib Pajak orang pribadi :

1
[N

Fotocapy SPPT PBB-P2/ SKPD PBB-P2/ STPD PBR-P2 yang dimintakan pengurangan
denda administratif}

Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-
tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek
pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda
administ-atif}

Fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarmnya penghasilan dan/atau surat
keterungan kesulitan keuangan dari Lurah.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1.

)

4.

Fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda
administratif;

Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tabun sebelumnya atau bukii pelunasan tahun-
tahun sebclumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memantaatkan objek
pajak vang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun:

Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda
administratif;

Surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah.

c. Wajib Pajak badan :

1.

[99)

Fotocopy SPPT PBB-P2/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan
denda administratif, '

Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-
tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek
pajak yang bersangkutan kurang dari S (lima) tahun;

. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda

administratif;

. Fotocopy laporan kenangan.

Pasal 70

Surat kuasa khusus schagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib
Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.066.000,00 (lima juta ruptah) dan
Wajib Pajak badan.

Dacal 77




Pasal 71

(11 Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
ditcrimanya permintaan pengurangan denda administratif yang itclah memenuhi persyaratan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

(2) Kcputusan scbagaimana dimaksud dalam avat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atav
sebagian atau menolak permintaan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak
memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu
keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

{47 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 72

Bentuk Keputusan Walikota mengenai :

a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atan STPD
PRRB-P2;

b. Pengurangan ketetapan PBR-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBR-P2 atau
STPD PRB-P2; ’

c. Pembatalan ketetapan FBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2;

d. Pembatalan ketetapan PBDB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;

Ditctapkan lchin lanjut oleh Kepala Dinas.

BABV
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 73

K.lebihan perabayaran PBB-P2 teijadi apabila :

a. PRB-P2 vang dibavar tsrnvata lebih besar dart vang seharusnya terutang:

b. Dilakukan pembayaraa PBB-P2 vang tidak seharusnya terutansg.

Pasal 74

(1} Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Paiak mengajukan
permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(2 Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti
penerimaan surat permohanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

o Pasal 75
(1} Kelebihan pembayaran PB‘B P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

(2) Atas dasar persetujuan Wayb Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2. kelebihan

tersebut dapat dxperh‘tungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak aias
nama Wajib Pajak lein. :
(?) Perhitungan scbagmmana dlmaksud pada avat (1) dan ayat (2) dﬂakukan dengan
pemindahbukuan.
Pasal 76
(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak
diterimanya surai permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbiikan :
a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumiah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dart yang
seharusnya leritang;
b. SPPT PBB-P2. apabila jumiah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang scharusnya
terutang; :




c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBRB-P2

)

vang seharusnya terutang,.

Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Walikota tidak
memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu
tersebut, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPKP PBB-P2.

Pasal 77

Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
stiuk diterbitkannya SKPDLB PBB-P2 hasil pemeriksaan Dinas atas nama Walikota.

{a;
(2}

3)

4

~

BAB VI
KEDALUWARSA
Pasal 78
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa sctelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saatl terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di oidang Perpajakan Daeral;

i Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkamya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajal:. ‘ |

BABVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 79
Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah
kedaluwarsa.
Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota
berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Jumlah piutang pajak;
c. Tahun pajak:
d. Alasan penghapusan piutang pajak.
Piutang Pajak vang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(SPPT PBB-P2),
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD
PBR-P2):
¢. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi den Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD
PBB-P2);
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (SKPDKB PBB-P2);




e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Pe:kotaan (SKPDKBT PBB-P2);

. Surat Kcputusan Perioctulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang

menyebabkan jumleh pajak yang harus dibayar bertambah; atau

Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaun.

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menwrut data tunggakan Pajak Bumi dan

Bangunan yang tidai dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

a. Wajib pajak dan/atau Penangpung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia
dengan tidak meningpaikan harta warisan dan tidak mempunyai ahh waris atau ahii waris
tidak dapat ditcmukan;

Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

Tidak ditemukan alamat pcmiliknya karcna objck pajak sudah tutup dan alih manajemen:
Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

Wajib pajak tidak dapat ditagib lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat
ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau

G<
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tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana
alam. kebakaran dan lain sebagainya;

f. Sebabh lain sesuai hasil penelitian.

(63 Piutang pajak Wajib Pajak Radan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham,
pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator
atau kurator tidak dapas ditemukan;

b. Wajib Pajuk dan/atau Penanggung Pajak tidak memilixi harta kekayaan lagi;

c. Penagihan pajak sccara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa
kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik
secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan penguniuman atau media massa;

d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 80

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78, wajib dilakukan peneiitian
sctempat atau penclitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya dﬂaporl\an dalam Laporan Hasil
Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan
wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besamnya
piutang pajak yang tidak d'épat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 81

Piutang pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 79 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah
adanya Laporan Hasil Penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. '

Pasal 82

(1) Dinas setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak
berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal
tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3} Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak vang telah diteliti
kepada Walikota.
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Pasal §3

Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah dafiag
niutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilskukan peneiitian
setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.

Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan uwsul penghapusan piutang pajak adalah buku
register usulan penghapusan piutang pajak.

Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih
fanjut olch Kepala Dinas.

Pasal 84
Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 avat (5) dan
avat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiak).
Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan scbagaimana dalam Pasal 80 ayat (6) yang
besarnya diatas Rp. $00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota. '

BAB Vi
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 85
Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguyji kepatuhan pemenuban kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
Pelaksanaan kewenanpsn sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan oleh Kepala
Dinas. ' ‘
Pasal 86
Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :
a. Menguj: kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan. dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan vang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
¢. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan objek pajak tetapi
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan
meninggalkan Tndonesi@ untuk selaﬁwa-ianaanya§ atau
e. Menyampaikan Surat Pemberitahlian yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil
analisis risiko (risk based selectiori_) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib
Pajak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal §7

Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari :

a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;

b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Dinas.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan
Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

} Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan

Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan korespondensi.



(4) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditemukan indikasi transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, dan/atan transaksi
khusus lain yang berindikasi adanya rckayasa transaksi keuangan, maka pclaksanaan
Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 88

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Kantcr atau Pemeriksaan Lapangan. .

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

(3) Dalam hal tertentu. Pemeriksaan dengan kriteria scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 aya
(2) hurut b. huruf ¢, huruf d. dan huruf' e, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
Pasal 89
(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paiing lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak
datang memenuhi suret panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampznli- dengan tanggal

Laporan IHasil Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat
diperpenjung menjadi paling lama 8§ (delapan) bulan vang dihitung sejak tangpal Surat Penntah
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Lapovan Hasil Pemeriksaan.

(3) Apabila dalam Pemeriksaan [apangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan
transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi
keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memeriukan waktu yang
lcbil lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun.

(4} Dalam hal Pemerintab dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (2) hurut a, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

Pasal 90

(1) Pemeriksaan untuk wmenguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus
dilaksanakan sesuai wengan standar Pemeriksaan. _

(2) Standar Pemeriksaan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar
pelaksanaan Pemeriksaan, don standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 91

(1) Standar umum Pemecriksaan merupakan standar yvang bersifat pribadi dan berkaitan dengan
persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dengan kriteria:

a. Telah mendapat pendidjkan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan
sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan
Negara; dan

c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap
batasan waktu yang ditetapkan.

(3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga ahli dari Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 92

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus

dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuvai dengan tujuan

-

Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;




b. l.uas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk vang diperoleh vang harus
dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik
sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;

¢. Temuan Pemeriksan harus didasarkan pada bukii kompeten yang cukup dan berdasarkan
Letentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor,
seorang ketua tim serta seorang atau lebih anggota tim;

e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih
vang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (2), baik yang berasal dari Dinas maupun yang berasal dari instansi di juar
Dinas yang telah ditunjuk oleh Walikota scbagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di
hidang teknologi informasi. dan pengacara;

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dapat dilakukan secara bersuma-samia dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Dinas, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa
Pajak; |

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam
kerja: '

i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan:

Pasal 03

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus
didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
buruf i dengan memperhatikan bal-hal sebagai berikut :
a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
I. Bukti bahwa Pemerike«aan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan:
2. Bahan dalam meclakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemcriksaan dengan Wajib Pajak
mengenai temuan Pemeriksaan;
3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh
Wajib Pajak; dan
5. Referensi untuk Pemcriksaan berikutnya.
b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
I. Prosedur Pemeriksaan vang dilaksanakan;
2. Data, keierangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
3. Pengujian vang teleh dilakukan; dan
4. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 94

v

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus
élilnpnrkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan vang disusun sesuai standsr pelaporan hasil
Pemeriksaan vaitu : '

a. i.aporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup ataun pos-pos
vang diperiksa scsuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang
didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain vang terkait

dengan Pemeriksaan.

b Laporan...




b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk mengujt kepamhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara
lain mengenai :
1) Penugasan Pemeriksaan;
2} lIdentitas Wajib Pajak;
3) Pembukuan atan pencatatan Wajib Pajak:
4)  Pemenuhan kewszjiban perpajakan;
5) Data/informasi yang tcrsedia;
6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
7) Maten yang diperiksa;
8) Uraian hasil Pemeriksaan;
%) Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
1M Penghitungan pajak teralany;
i1} Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
Pasal 95

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan ®kewsjiban perpajakan
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib :
a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada
Wajib Pajuk;
b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada
Waijib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wﬁjlb Pajak;
d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak
mengalami perubahan;
¢. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir IHasil
Pemerksaan dalam batas waktu vang telah ditentukan;
Melukukan pembinaun kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; ‘

h. Mengzmbalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari
sejak tanggal Laporan Hasii Pemeriksaan; dan

i. Mcrahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

21 Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemcenvhan kewajiban  perpajakan
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib :

a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

b. Menjelaskan alasan daq tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;

¢. Memperlihatkan Surat’ Tugas kepada Wajib Pagak apablla susunan tim Pemeriksa Pajak

1

mengalami perubahan: ;

d. Memberitahukan secara tertulis hasil Pemerxkqaan kepada Wajib Pajak:

e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas
waktu vang telah ditentukan;

f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar
pemenuhan kewujiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

e Mengembalikan...
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Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari
scjak tanggal Laporan 11asil Pemeriksaan; dan

Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang dikelnhui atau
diberitahukan kepadanva oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 96

1j Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

Melihat dan/atan meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasiian yang diperoieh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pejak:

. Mengakses dan/atuu mengunduh data vang dikelola secara elektronik;

c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang

(!Q

diduga atan patut diduga digunakan untak menyimpan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat

memberi petunjuk tentang penghasiian yvang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan hebas

Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Meminta kepada Wajil Pajak untuk memberi bantnan guna kelancaran Pemeriksaan, antara

lain berupa :

1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses
daia yang dikelola secara elekironik memeriukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau
tidak bergerak; dan/aiau

3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksasn Lapangan dalum hal
jumilah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor
Dinas;

. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak

bergerak; A

Meminla keterangan lisan dan/atau tertulis deri Wajib Pajak; dan

Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperfukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :

a.
b.

Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan;
Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen, yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang
herhutungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek vang terutang pajak;

Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
€. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak;

dan .
Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pthak ketiga yang mempunyal
hubungan dengan Waiib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas.

Pasal 97

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :

a.

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan Surat Perintah Pemeriksaan;




d.

g

. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

.. Mcminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjclasan tentang alasan dan tujuan

Pemeriksaan,

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperfihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim
Pemertksa Pajak mengalami perubahan:

Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Menghadirt Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka wektu yang telsh
ditentukan;

Mengajukan permohonan untuk dilakuken pembehasan oleh Tim Pembahas, dalam hal
tcrdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak  dengan Pemciiksa Pajak  dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

Mecmberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatithan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

a.

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memiperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan Surat Perintah Pemeriksaan;

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan (vjuan
Pemeriksaan;

Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan
Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;

Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

e. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan;
Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal

terdapat perbedaan pendanst antara Wajib Pajak  dengan Pemeriksa Pajak  dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melaiui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 98

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
denpan jenis Pemeriksasn Lapangan, Wajib Pajak wajib :

a.

Memperhihatkan dan/atan meminjamkan buku aiau catatan, dokumen yang menjadt dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
Memberikan kesenmipatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elekironik, "

Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang

~bergerak dan/atau tid;ik bergerak vang diduga atau patut diduga digunakan untuk

menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.

dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yvang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta

meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;

Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :

1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses
data yang dikelola secara elektronik memertukan peralatan dan/atau keahlian khusus:

2. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau
tidak bergerak; dan/atau
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3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor
Dinas.

¢. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan

f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperfukan.

(27 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang

ditentukan;

b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikclola sccara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasitan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau objek yvang terutang pajak;

Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan

oo Qo

Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
BAB VIII
PEMINJAMAN DOKUMEN
Pasal 99

(17 Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan

a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data vang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
vang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditcmpat
Wajib Pajak, dipiniam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

b. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikclola sccara clektronik scrta
keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat
permintaan peminjaman.

¢. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elekironik serta keterangan lain
sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama
I (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan
kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :

a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.

b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak
memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

¢. [alam hal buku. r‘:a.’at%m, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
peminjamarn.

d. Buku, catatan, dokuwmen, termasuk data yang dikelola secara elekironik serta keterangan jain
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama
I (sat) bulan sejak sural panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat
permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.

(3y Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan
peringatan secara tertulis paling banyak 2 {dua) kali.
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Pasal 100

Setiap penyerahan buku, catatan, dockumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta

keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.

Dalam hal buku, catatan. dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy dan/atau data yang

dikelola secara elektronik, ‘Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan hahwa

fotocopy danfatau data vang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa

Pgjak adalah sesuai dengan aslivya.

Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf ¢

atau ayat (2) huref d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (1) buruf b atau ayat (2) huruf ¢ tidak dipenuhi sebagian atan seluruhnya,

Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yarg dikelola secara elektronik seria

keterangan lain periu dilindangt kerahastaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan

agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan
ruangan khusus.
Pasal 101

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Waijib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh

permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) sehingga besarnya
penghasila.. kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan
kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak

memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

99 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dibitung, Pemeriksa Pajak

mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 102

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat

(2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pujak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani

sural pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak menoclak menandatangani surat pernvataan penolakan Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggﬂah Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan

Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh

Wajib Pajak. '

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :

a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak vang dapat dan mempunvai
kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam
kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya; "

b. Guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan
Lapangan sebagainana dimaksud pada buruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan
penyegelan;

¢. Apabila pada saat Pereriksaan Lapangan dilanjutkan sctelah dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud pada huraf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan
tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;



d. Datam hal pegawai Wajib Pajak vang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak
terscbut harus mehdrdatatigani surat pernyataan penolakan membantu  kelancaran
Pemeriksaan;

e. Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huref d, Pemeriksa Pajak
membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak. _

(5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita
acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak
dipenuhi panggilan Femeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf d.
atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeciksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf e, dapet dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusnlkan
Pemeriksaan Bukt: Permmlaan.

Pasal 103

Pemeriksa Pajak berweneng melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

a. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ataq ruang terientu serta barang

herperak dan/atau tidak bergerak; dan/atau '

b. Tiduk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksuan yang antara lain berupa tidak memberikan

kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka bharang
bergerak dan/atau tidak bergerax.
Pasal 104

(1) Uniuk memperoleh penjelasan yang lebib rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Dinas dapat
memanggil Wajib Pajak.

(2) Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak.

Pasal 105

(1: Pemeriksa Pajak melalui Kepala Dinss, dapat meminta keterangan dan/atau bukti vang
berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak
ketiga secara tertulis.

(23 Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari s¢jak diterimanya surat
permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak
ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan 1,

(4) Apabila Surat Peringatar{ I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera
menyampaikan Surat Peringatan I1.

(5) Apabila Surat Peringatan 11 tidak juga dipenuhi oleh pibak ketiga, Pemeriksa Pajak segera
membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Pasal 106

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus
diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam pembahasan akhir. ’

(21 Pemberitahuan hasil Pemceriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksmili, pos, atau jasa

monciriman lainnun
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(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
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dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan IHasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Kantor,
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberltahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pcmeriksaan Lapangan.
Pasal 107
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak
menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, vang ditandatangani olch Tim Pemeriksa Pajak
dan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Paink
menvampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan vang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil Pemeriksaan narmun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut scbagai dasar untuk membuat risalah pembahasan
dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak
menyampaikan swrat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas
sebagian atau seluruh hsasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk
melakukan pembahazar akhir dengan Wajib Pajak dan hesil pembahasannya dituangkan daiam
risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka wakfu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak
menyampaikan surat tangegapan hasil Pemeriksaan yang berist tentang ketidaksetujuan atas
sepagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk
membuat risaiah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak
tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir datam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa
Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagdimmfa dimaksud-pada ayat (2), ayat (4), atau ayat
(5). Pcmbahasan Akhir Hasil Pemecriksaan dianggap telah dilaksanakan. '
Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani betita acara Pembahasan Akhw Hasil
Pemeriksaun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat
catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam
Pcmbabasan Akhir Iasil Pcmeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar
perbedaan tersebut dibahas dahulu oleh Tim Pembahas.
Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang
merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemertksaan.



(10 Jangka Waktu Pembshasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban

kewajiban perpajak:... dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga)
minggu.

(11)Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
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kewajiban perpajakan dengan jenis Perpajakan Lapangan harus diselesaikan paling lama |
(satu) bulan.

Pasal 108

Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan hagian

yang tidak cerpisahkan dari aporan Hasil Pemeriksaan.

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dibitung sesuai

dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali : | :

a. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyvampaikan
tanggapan tertulis schagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) atau avat {4). pajak vang
terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib
Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;

b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), pajak yang terutang
dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 109

Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan tanpa :

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau

b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalikan secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Patak oleh Walikota,

Daiam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan

harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. A

Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penvampatan Surat

Pemberitahuan t{asil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan Hasil Pemeriksaan.,

Pemeriksa Pajak mclanjutkan Pemeriksaan dengan membceritahukan hasil Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106 dan Pasal 107.

Pasal 110
Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Walikota belum menerbitkan surat
ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri ientang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang ielah disampaikan
sesvai denpan keadaan yang sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.

1 Pengungkapan dalain laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimuksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlukan sebagai tambahan
informasi atan daia dan menjadi baban pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum
menyampaikan Suret Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Pasal 111...



Pasal 111

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan

M

Q)

M
@

Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila :

a. Pada saat pelaksanaun Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan;

b. Pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (2): atau

c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemertksaan, tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara
jabatan.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (2), usulan Pemeriksaan Bukti Permulasn harus memperhatikan jangka wakiu

penvelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3 Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,

pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir,

kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampat dengan :

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;

b. Penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan;

¢. Dilerimanyz putusan pengadilan yang telah mempunvai kekuatan hukum tetap yang
menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dan segala tuntatan hukum.

Pasal 112

Pemeriksan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dilanjutkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila :

a. Pemeriksaan Bukti Perraulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;

b. Penyidikan dihentikan karena {idak dilakukan penuntutan.

c. Diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kckuatan hukum tetap vyang
menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 113

Pemeriksaan Ulang hanya ;iapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Walikota.
Instruksi atau persetujuan Walikota untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan :
a. Apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap,; atau

b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan
Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumrya terhadap
kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil
Pemeriksaan.

RAB LY.




BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Dinas.

Pasat 115
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 29 Oktober 2012




Lampiran | : Peraturan Walikota Sibolga
- Nomor :
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak  Bumi dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA . No:Formulif | | D_L_UL_U_J .
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Lampiran I[: Peraturan Walikota Sibolga

Nomor . 973/ 20/2012

Tentang  : Tata Cara Pelzksanaan
Pemungutan Pajak Bumi D

an

Bangunan  Perdesaan  Dan

Perkotaan

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN

PERMOHONAN PEMBETULAN PBB

I.  Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal L eresesseessesniras s essssnasses reeteenessasesessnnssssannsenes h

Tangpatl Terima Surat ettt sm et e sees s e sees s esrsessns 2T
f{. Identitas Pemohon ‘

Nama et et e e e b e et et e s srae e e e s eneaeea e @

Alamat et et e te e et ae ettt e e et st btese e nnraae e e raaaeans i
. Permohonan Pembetulan Atas

Jenis KeputuSan/Ketetapan I ......o..eevveeeeveeeeeeruessessssssssersseesenesssssasssssens W9

Namor e ettt eenteeene e e ene 7

IV.  Penelitian Persyaratan

i } Pemenuhan | R
; No : Uraian Persyaramn | Heter (
b P !
! Permohonan diajukan sccara tertulis dalam bahasa indonesia i
disertai alasan yang mendukung permohonannya
| 2 I Diajukan kepada Pejabat
i3 Dalam hal diajukan secara perseorangan: ) i
Satu permchonan untuk sate surat keputusan/ketetapan SPPT
Dalam hal diajukan secara kolektif:
Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang
terutang untuk setiap SPPT Paling banyak Rp. 10¢.000,00
! (seratus ribu Rupiah) |
4 } Dalan hal dajukan secara perseorangan Ditandatangan oleh Wajib i
i Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Surat Kuasa
khusus”’
Dalam hal diajokan secara kolektf; Ditandatangami oleh Lurah

-V, Berdasarkan penclitian persyaratan scbagaimana dimaksud pada angka romawi 1V, permohonan
'y . P R o =¥} . .
pembetulan dimaksud memenuhiftidak smemenuhi ’ persyaratan sehingga permohonan pembertulan
dapat/tidak’ dipertimbangkan.

O
Mengetahui
Kepala Seksi ........ e o Petugas,
12) 14)
e e e I s verereee e <
NIP. S NIP i, 19

Keteranpan:

" carct yang tidak periu

) diisi tanda *V™ pada kolom “va” apabila persyaratan dipenubi atau kolom tidak apabila tidak
dipenuhi




Petunjuk Pengisiun Lumpivan 11

Angka |
Angka?2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka §

Angka 9
Angak 10

Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

: Diisi dengan nomer dan tanggal surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nema wajib pajak atau Lurah yang yang bersangkutan dalam hal

diajukan secara kolektif

: Diisi ¢engan nama pemohon atau nama Kelurahan dan Kecamatan dalam hal

diajukan cecara kolektif

: Diisi dengar jenis surat keputusan atsu surat ketetapan PRB stau SPPT dalam hal

diajukan secara kolektif

: Diisi dengan nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB (tidak perlu diisi

dalam hal diajukan secara kolektif)

: Diisi dengan tanggal Surat Keputusan atau Surat ketetapan PBB (tidak perlu diisi

dalam hal diajukan secara kolektif)

: Diisi dengan keterangan apabila pada kolom “tidak” diisi tanda “V”

: Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian persyaratan,

pembetulan PBB

- Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan

pembetulan PBB

: Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11
: Diisi dengan NIp kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11
: Diisi dengan nania petugas yang meneliti persyaratan permohonan PBB

- Diisi dengan NIP petugas sebagaimana dimaksud pada angka 14



Tampiran [T : Peraturan Walikota Sibolga

Nomor :

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan  Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaat.

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan &, Parman Nec. 62 Telp, {0631) 21244

Sibolga 22523
b
NOHIOT  © e & Yth:
Sifas TSeERTA e e R
Lampiran ) (satu) herkas e
Hal : Pemberitaliian Permohonan Pembetulan 0000 e
PBB Tidak Diperiimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat nOMOr ..cceveevvvennnnee. D
tanggal s P HAL s 6 yang diterima tanggal .o " bersama
ini disampaikan bahwa:
. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor ....... tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemuaguian Paiax Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diatur baliwa:
a. Pasal 15:

(1) Penerimaan Permohonan Pembetulan dan Penelitian Persyaratan diatur sebagai berikut:

a. Permohonan pembetulan diajukan kepada Dinas, baik secara langsung atau melalui pos

dengan buxti pengiriman surat.

b. Dalam hal diajukan melalui Dinas, berkas Permohonan Pembetulan harus diteruskan ke
Bidang Pendapatan dalam jangks waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal penerimaan surat untuk selanjutnya dilakukan penclitian persyaratan.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses Permohonan Pembetulan
adaiah:
tanggal diterimanva Permohanan Pemhetulan, dalam hal disampaikan secara langsung: atay
d. tanggal stempel pos, dalam hal Permohonan Pembetulan disampaikan melalui pos dengan
bukti pengiriman surat.
(2) Petugas pada Bidang Pendapatan melakukan penelitian persyaratan atas Permohonan
Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan.
(3) Dalam hal Permohonan Pembetulan tidak memenuhi persyaratan; permohonan tersebut
dianggap bukan sebagai Permahonan Pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan, dan kepada
Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama | (sam) bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan surat sébagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf c.
b. berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi keteniuan Pasal 15 sehingga
tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal |5 Peraturan
Walikota Nomor ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan, yaitu: : ’ :

<3

[«

o

sehingga sesuai ketentuan pasal ...... Peraturan Walikota Nomor ... tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, permohonan saudara tidak
dipertimbangian, dan terlampir dikembalikan berkas permichonan pembetulan Saudara.



3. Saudars masih dapat mengajukan permohonan pembetulan dengan terlebih dahuly melengkapi
persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

N
M. SYARFI HUTAURUK
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Petunjuk Pengisian Lampiran I

Angka 1
Angka 2
Angka3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angak 10

: Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
: Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah yang yang bersangkutan dalam hal

diajukan secara kolektif

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan hal surat permohonan pembetulan

: Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan

: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat

pemberitahuan

: Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan

: Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan



-

Lampiran [V : Peraturan Walikota Sibolga

Nomor

Tentang : Tata Cara Petaksanaan
Pemungutan  Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan S. Parman No. 62 Telp. (0631) 21244

Sibolga 22523
SIholga, wrrrcccrecrerecnnnireannn. AL
NOMOT [ cerneerenrerseenesesessneans R Yih:
Sifat . Sepera Watikota Siooiga
tampiran : } {satu) berkas di
f1al : Penerusan Permohonan Pembetulan Sibolga

PBB

Sehubungan dengan diterimanya permchonan pembetulan sebagai berikut:
}. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal 1o e ena e 3 ’

Tanggal Terima Surat  rererressoentesrenessvessassssursessessiesstsscassrmossrinins

Nomor dan Tanda terima SUrat ¢ e 5
{1. 1dentitas Pemohon

Nama FS SO PP, 6?’

AlaMal ettt e raes o
{II. Permohonan Pembetulan Atas

Jenis Keputusar/Ketetapai I veviiciiciecencncncneeesscsecsreessscsasssessasesnens )

Rersama ini diternskan permohonan tersebut mengingat kewenangan untuk memproses bherada
pada Walikota. Terlampir disampaikan berkas permohonan pembetulan tersebut beserta [.embar
Penelitian persyaratan pembetulan PBB untuk ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

F N T T T L Ty L T T T

M. SYARFI HUTAURUK
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Petunjuk Pengisian Lampiran §'

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka §
Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka ¢

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angak 13

: Diisi dengan tanggal dibuatnya surat penerusan

: Diisi dengan nomor surat penerusan

: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengarn nomor tanda terima surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah vang bersangkutan dalam hal disjukan

secara kolektif.
Diisi dengan alamat pemohon atau nama kelurahan dan kecamatsn yang

bersangkutan dalam hal diajukan seeara kolektif.

- Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB, atau SPT dalam hal

diajukan secava kolektif

: Pitsi dergan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBR, (tidak perlu diisi

dalam hal diajukan secara kolektif)

: Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat Ketetapan PBB, (tidak perlu diisi

dalam hal diajukan secara kolektif)

: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan
: Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan

: Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan



Lampiran [Va: Peraturan Walikota Sibolga

Nomor : 975 /3%0/ 201

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan  Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DIMAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jatan S. Parman No. 82 Telp. (0631) 21244
Siboiga 22523

SURAT TUGAS

NOMOL vcrvererreecersares’’

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pembetulan PBB dengan ini ditugaskan kepada:

i. Nama et er et a e bbb b bR et b e e e rR et D
TangRal/GOIOBBAN oottt crtrstretsacecetesssvesssessestssessesssansns &
Jabatan ettt et et aeretaees 2

2. Nama SOOI eeceioeseestesesesressarese)
NiP © eteereeeeee e eeR e e R R e SRR %
PangRAUGROIIMEAN 1 e b i

{Intuk melaksanakan penciitian atas pemmhonan pembetulan PBB yang dialukan melalui surat
6

Nomor SO O ~
Tanggal D e e ssssrsassesaseers
Dari:
] g
Nama T ettt ettt ben s ea- )
9
Alamat § eeteeeeatseteeetaee s tteae s b e e to et s aee s antenessanrtnanas 9
ABS e 10 HOMIOT oo ee e H tanggal
: 3) .
...................................... “7 mulai tanggal e Sampal tanggal
145
Demikian uniuk difab vunakan dengan penuh anggungjawab.
i5)
o
7N
NIP ¥

M. SYARFI HUTAURUK




Petunjuk Pengisian Lampiran IVa

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angks 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16

Angka 17
Angak 18

- Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan P

: Diisi dengan nomor surat tugas

: Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk

: Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk

: Diisi dzngan Pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk
: Diisi dangan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam hal

diajukan secara kolektif.

: Diisi dengan alamat pemohon atau nama kelurahan dan kecamatan yang

be:sangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB, atau SPT dalam

hal diajukan secara kolektif

: Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB, (tidak perlu diisi

dalam hal diajukan secara kolektif)

B, (tidak perlu
diisi dalam hal diajukan secara kolektif)

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian
: Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian
: Diisi dengan tanggal surat tugas diterbitkan

: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat

tugas

: Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas

: Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas



Fampiran TVh : Peraturan Walikota Sibolga

I g Nomor ¢ 973/30/ 2012
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
dalan §. Parman No. 62 Telp. (0631} 21244
Sibolga 22523

SURAT TUGAS

NOMOY fvrvssisrissrsisennss

)

Sehupungan dengan ..., “ dalam rangka pembeinlan secara jabatan surat keputusan

atau surat ketetapan FBB dengan ini ditugaskan kepada:

1. Nama D eereirese b eSSt ARt shAa A She RSt RS R R b
Nip © eeuaeee s et et e ea R RRe R R R et Y
PARZKAUGOIONBAN 1 ovvieeeeverenreeseessesseasessssssssssssssrssessesssssssassassssssssessssssessnsnss 5
2. Nama :
NiP :
] Pangkat/Golongan
Jabatan
Untuk melal.sanakan penelitian AAS e D nomor
eeeneeen creeesaesseaesnaasnsanesans B tanggal ... eetssesessassseraseanssaene 9) mulai tanggal
............. A 11 =1 73711 ()

} Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

M. SYARFI HUTAURUK

's



e

Petunjuk Pengisian Lampiran IVh

Angka 1l : Diisi dengan nomor surat tugas

Angka? : Diisi dengan alasan dilakukannya pembetulan secara jabatan

Angka 3 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk

Angka 4  : Diisi dengan NIP petugas peneliti vang ditunjuk

Angka5 : Diisi dengan Pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk

Angka 6  : Diisi dengan jabatan petugas peneliti vang ditunjuk

Angka 7 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

Angka 8  : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB

Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB

Angka 10 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian

Angka 11 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian

Angka 12 : Diisi dengan tanggal surat tugas diterbitkan

Angka 13 . Diisi dengan nama jabatan pejabal yang berwenang menandatangani
surat tugas

Angka 14 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas

Angak 15 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas



Lampiran V : Peraturan Walikota Sibolga

Nomor . 973/30/ 2012

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutin  Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan 8. Parman No, 82 Telp. (0631) 21244

Sibolga 22523
. 1)
71 10) {1+ I
+ . 2
NOMOI 1 oreecieeeeeercie e 2 Yth:
Sifat : Segera st s e s st ab s st s sasssasenies
Lampiran : 1 (satu) berkas e
Hal : Pemberitahuan Penelitian Lapangan = v
Pembetulan PBB
Schubungan dengan surat permohonan pembetuian PBB Saudara nomor ........c.cocveeevivveieiiinn, )
. 5 .6 s et At b
EATEEAL rovrevsirirnensssnssressssssssnssssoss) AEAS sivsosssssensssssssronsmssnnsns) denigan ini diberitaliukan
bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hariftanggal .....ccooovveveivevevverreeeeceeee "’ dengan

Keientuan sebagai berikui :

i. Saudara diminta hadir di lokasi tanabv/bangunan terkait;

2. Dafam hal saudara berhalangan, Saudara diminta menunjuk kuasa secara tertulis di atas
meterai;

3. Saudara diminta bantuannya untuk menyiapkan dokumen/bukti pendukung permohonan antara

lain:
)
TSRO potevesenssiises bt saees eevssesconsssnstrnrasareisl
B ettt e,
G ettt bbbt e e 4b ek ea et bR e e s et b e et sbee ket e a st b atarntas
B e e s e et b eSSt veeene St
Demikian untuk mendapat perhatian dari Saudara.
_ 0
1)
)
rresryese L r LSASAASARRAS RANRSNARAARNEARAARSEAARN
(2
NIP oo eemmemesemsemmssesesssssesemsraees :




Petunjuk Pengisian Lampiran V

Angka 1
Angka 2

Angka 3

Angka 4
Angka §
Angka 6

Angka7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11

- Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan
- Diisi dengan nomor surat pemberitahuan

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan

secara kolektif.

- Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB
- Diisi tanggal surat permohonan pembetulan PRB

. Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB atau SPPT dalam hal

diatukan secara kolektif

- Diisi dengan hai dan tanggal penelitian di lapangan
- Diisi dengan jenis dokumen/bukti pendukung terkait

- Diisi dergan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani  surat

pemberitahuan

- Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas

- Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas




s

Lampiran Via: Peraturan Walikota Sibolga

Nomor : 973 /20/2011

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan  Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SiBOLGA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DARN ASET DAERAH
Jalan 8. Parman No. 82 Telp. (0631) 21244
Sibolga 22523

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA PbRSEORANGAN

NOMIOT: it
Berdasarkan Surat Tugas nomor ... 2 tanggal o ?
telah dilakukare penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ......ccccoooiiiiiiiiiniiiiinii K
sampai dengan tanggal ... %) atas permohonan pembetulan PBR yang
diggukan Wajtb Paiak ,
Nama ! errvereeesesr s tes s saes bt enasensasesens 6
Alamat L e aeae s 7 _
Melalui SUrat NOMOT .......coooovveveereeceeeeere e seeneecrerenns B HANEEAL ooeoeeeeeeeeeereereeeereeeeeseseeseereeens %
Yang  GHETHMA  .coovviiiiiiriecreee e ') berdasarkan tanda terima surat nomor
................................................. T an@EAL oo D dengan uraian
sebapal berikut:
I UMUM
1. NOP R}
2. Alamat Objek Pajak LA
3. Tahun Pajak 1)
4. Jenis Surat Keputusan/Ketetapan eesrsinessssatesisiasies 16}
5. Nomor Sura. Keputusan/Ketetapan  : .....c.evrsrssersesresosssecssssssssssse
6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan & v f8)
il. DASAR HUKUM
1. Pasal 16 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana tefah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007. ‘

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang
Ketentuan Umum 'dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana telah diubah terakhir kali
deugan Undang-Undang Nomor 28 Tahun:2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan
Kesalahan Tulis, Kesalahan H]tung, dan/atan Kekehruan Penerapan Ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

4. Peraturan Direktur' Jenderal Pajek Nomor PER-37/PJ/2008 temang Tata Cara Pembetulan
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolchan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

[Il. Hasil Penelitian:
i. Penelitian Kantor

................................................................................................................................................

[

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



o

o

Penelitian L.apangan

D R R R R R R R R R R R P R R R R R LR R LT R T
.............. D L T L LR L T L T T L T R R L L LI L

R I T I R T T T T NNy R T O P L T RO T Y P R B S R T L LT

....................................... PR R R L R R D S A A TN TR I PR

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesi !

O R Ty Y T Y T Y Y Ry Ry R R R T R R T Y P N Y PR A PR PR PN TS AR Y

tvresvesnrentserareres

R R R P LR TR PR P P TR Y PR PR

A}
19

Sibolga, e
Pctugas Peneliti | Petugas Penclitt 1}

20) 20)

T S T T LI T A Eezerey T T AT T TN S T

NIP..onnne.. reveveressnssnsnssene D NIP et ererereeennnn

) " 235) 28)

Y Y3 Seksi
Kepala Seksi ........... e ettt e cane s aesteanen

23) 26) 29)

........................... yesesssesasse g Tt T TG T P S T Y 9 P T T DT S T TS VT DT SR Y P T T TN

................................ S | { OO NIP e

WALIKOTA

~ ———

M. SYARFI HUTAURUK



Petunjuk Pengisian Lampiran Via

Angka i
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 3
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17
Angka {8
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22

Angka 23
Angka 24
Angka 25

Angak 26
Angak 27
Angka 28

Angak 29
Angak 20

: Diisi dengan nomor laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBR

: Diisi dengan nomor sural tugas

: Diist dengan tanggal surat tugas

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian

; Diist dengan tanggal akhir tugas penelitian

: Diisi dengaun nama Wajib Pajak

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan PBB

: Ditsi dengan Dinas

: Diisi dengan nomor tanda rerima surat permohonan pembetulan PBRE
: Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengan Nomor Objek Pajak

: Diisi dengan ataraat objek pajak yang diajukan pemobetulan PBB

: Diisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetulan

diajukari atas surat keputusan PBB)

: Diisi dengan jenis surat keputusan aiau ketetapan PBB

: Diisi dengan nomor surat keputusan atau ketetapan PBB

: Diisi dengan tanggal surat keputusan atau ketetapan PBB

: Diisi dengan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penclitian PBB

: Diisi dengan nama petugas peneliti permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan

pembetulan PB3

: Diist dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 22
: Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 22
: Untuk Pengisian di tingkat Dinas

Diist dengan nama jabatan eselon 11 vang bertangpungiawab menvelesutkan
4 . yang £] ) }

permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 25
: Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 25
: Untuk Pengisian di tingkat Walikota

Ditst dengan nama jabatan eselon 11 vang bertangpungiawab menyelesaikan
permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama pejabat s¢bagaimana dimaksud pada angka 28
: Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28




Lampiran VIb: Peraturan Walikota Sibolga

Nomor 1 971> /30/ 2012
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan S. Parman No. 62 Telp. (0631) 21244
Sibolga 22323

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA KOL}:Ki iF

Nomor: ....... ererr e — et ee e ranraaa e
ia 4 2) . E))
crdasarkan Surat TUgas BOMIOL e G 411 1122 RN :
telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan padai tAnggal oo X
sampai dengan tanggal ..o % atas permohonan pembetulan PRB yang
diajukan ssceara kolektif oleh:

Lurah © ereeeeerteaeeta e ensaa et an s e sneen 6

7

Alamat § ettt et e e e e nteseeraenreaas
Sejumlah e e SPPT ‘
Melalti SUFAL NOMOT .......oovvveeeeeeeceee e, e taNEEAL e, &
vang diterima ... " berdasarkan tanda terima surat nomor
ih 12 >
................................................. tanggal e , dengan urajan

sebagai berikut:
I. UMUM

Data wajib pajak dan obiek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kelom?2, kolom 3,
kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB iui.

II. DASAK HUKUM
1. Pasal 16 Undang-Undang nomor 6 Talun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007.

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan

Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan tertentu

dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tettentu
Dalam Peraturan Pcrundang-bndangan Pajak Bumi ‘Dan Bangunan Dan Bea Peroichan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan

HI. HASIL PENEL[TIAN' :

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
kolom 7 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini

(0]




IV. KESIMPULAN DAN USUL
Kesimpulan dan usul untuk musing- masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam kolom & lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetutan PRB ini

Sibolga, oo i3
Petugas Peneliti 1 Petugas Penelrit 11
. 14 o 14)
NIP.cvtretrireireeesiensesesnte s AR N OO )
Kepala Seksi ... e e, 2
l7\ .............. 2‘)) .............. z’)
NIP..oooee e eriae e, NIP...oororrrrennereeeseenene. o NIP..oovverecrnirnsereeenesenes “
DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF
Kelurahan e ettt es e restaets 5
Kecamatan L e e ea s 27
Kot . S’fbofg.]
Tahun Pajak e n
f N Waiib PPajak Ohbjek Pajak Permohonan Hasil Kesimpulan
b N .
C Nama Alamat NOP | Afamat | Pembewulan | Penelitian | dan Usul
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Petunjuk Pengisian Lampiran VIb

Angka |
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka {1
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka I8
Angka 19

Angak 20
Angak 21
Angka 22

Angak 23
Angak 24
Angak 25
Angak 26
Angka 27

: Diisi dengan nomor laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

: Diisi dengan nomor surat tugas

. Diisi dengan tanggal surat tugas

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian

: Pyiisi dengan tanggal akhir tugas penelitian

: Diisi dengan nama Lurah yang bersangkutan

: Diisi dengan Kelurahan yang bersangkutan

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB

- Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulen PBB

: Diisi dengan Dinas

: Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan PBB
: Diisi dengan tanggal dibuatnya Laporan Hasi! Penelitian PBB

: Diisi dengan namas petugas peneliti permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan

pembciulan PBB

: Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 16
: Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 16
: Untuk Pengisian di tingkat Dinas
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Diisi dengan nama jabatan eselon Ifl yang bertanggungjawab menyelesaikan -
permohonan pembetulan PBB

. Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 19
: Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 19
: Untuk Pengisian di tingkat Walikota

Diisi dengan nama jabatan esefon I yang bertanggungjawab menyelcsaikan
permohor.an pembetulan PBB

: Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 22
. Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 22

: Diisi dengan nama Kelurahan

: Diisi dengan Nama Kecamatan

: Diisi dengan Tahun Pajak
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Lampiran Vic: Peraturan Walikota Sibolga

Nomor 1 973 /30/ 2012

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak  Bumi
Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan 8. Parman No. 82 Telp. (0631) 21244
Siboiga 22523

|~

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA JABATAN

NOMOT: o, S

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..o, ST L. 3
telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal .......cccciimniinnnrnncecrncnnen. b
sampai dengan tanggal ..., % dengan uraian sebagai berikut:
[. UMUM _

1. NOP [ eeveeese st eneare i

2. Alamat Objek Pajak D e n

3. Tahun Pajak D eerereeresrrrere e e eeeatrustaennneeeraenenes &

4. lenis Surat Keputusan/K etetapan e s e e 9

5. Nomor Surat Keputusan/Ketetapan : .......ccccocceeeiciirieccviiieecrasisenseens 19

6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan : .........c.cceevmeeveeeresvreoseesrsesennes h

1. DASAR HUKUM

5. Pasal 16 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentian Umum dan Tata Cars
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007.

6. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 ientang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan
Kcsalahan Tulis, Kcesalahan Hitung, dan/atau Kckeliruan Pencrapan Ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekelirnan Penerapan Ketentvan Terientu
Dalam Peraturan Perndang-Undangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolchan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan

[11. Hasil Penelitian:
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V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Petunjuk Pengisian Lampiran Vic

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka §

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17
Angka 18

Angak 19
Angak 20

Angka 21

Angak 22

Angak 23

: Diisi dengan nemor laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB

: Diisi dengan nomor surat tugas

: Diisi dengan tanggal surat tugas

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian

: Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitien

: Diisi dengan Nomor Objek Pajak

: Diisi dengan alamat Objek Pajak

- Diisi dengan Tahun Pajak (tdak perlu diisi apabila pembetulan atas surat keputusan

PBB)

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB

: Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
: Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB
: Diisi dengan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian

: Diisi dengan nama petugas peneliti

: Diisi dengan NIP petugas peneliti

: Diist dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permehonan

pembetular PBB

: Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 15
: Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 15

: Untuk Pengisian di tingkat Dinas

Diisi dengan nama jabatan eselon IIl yang bertanggungjawab menyelesaikan

permohonan pembetulan PBB

: Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 18
: Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 18

: Untuk Pengisian di tingkat Walikota

Diisi dengan nama jabatan eselon Tl vang bertanggungjawab menyelesaikan

permohonan pernbetulan PBB

: Diisi dengan nama pejabat sehagaimana dimaksud pada angka 21

: Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 21




